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Abstract

Although wiretapping is not a new institution in Indonesia, unfortunately the arrangement is
still scattered and not uniform. In its context as a law enforcement authority, wiretapping has
no horizontal balancing mechanism. By reviewing the reasons of the Constitutional Court of
the Republic of Indonesia in expanding the scope of pretrial, it turns out that these reasons can
also be applied to wiretapping, so conceptually, it can be said that pretrial can be withdrawn
to include wiretapping. Nevertheless, there is a mismatch between the concept of pretrial and
the arrangement regarding wiretapping in positive law.
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Abstrak

Kendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnya pengaturannya
masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagai kewenangan penegak hukum,
penyadapan tidak memiliki mekanisme penyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau
alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup
praperadilan, ternyata alasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan,
sehingga secara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa saja ditarik hingga
mencakup penyadapan. Kendatipun demikian, ada ketidakcocokan antara konsep praperadilan
dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukum positif.

Kata kunci: Penyadapan, Upaya Hukum, Praperadilan, Hakim Pemeriksa
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A. Latar Belakang Masalah

Penyadapan pada  dasarnya

merupakan kegiatan yang dilarang
untuk dilakukan. Beberapa peraturan
bahkan memberikan ancaman pidana
terhadap kegiatan penyadapan.
Meskipun demikian, tak berarti bahwa
penyadapan tidak bisa dilakukan sama
sekali. Faktanya, kewenangan untuk
melakukan penyadapan diberikan oleh
undang-undang kepada  beberapa
lembaga di Indonesia dengan tujuan
yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3
tujuan pemberian kewenangan
penyadapan, yaitu: (i) untuk menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat serta perilaku hakim; (ii) untuk
kepentingan intelijen negara; dan (iii)
untuk kepentingan peradilan pidana.
Dalam tulisan ini, penyadapan yang
akan dibahas adalah penyadapan dalam
kepentinganperadilan pidana saja.
Sehubungan dengan penyadapan

guna kepentingan peradilan pidana, ada

beberapa lembaga yang memiliki
kewenangan untuk melakukan
penyadapan, yaitu Kepolisian
Negara Republik Indonesia,

Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional.
Lebih

melakukan penyadapan yang melekat

lanjut, kewenangan untuk
pada penyidik hanya bisa digunakan

untuk mengusut tindak pidana tertentu,
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yaitu: tindak pidana korupsi, tindak

pidana  terorisme, tindak pidana
narkotika, tindak pidana perdagangan
orang dan tindak pidana pencucian
uang.
Penyadapan membatasi  untuk
tidak mengatakan melanggar hak asasi
manusia, khususnya hak atas privasi.
Pula ada prosedur yang harus diikuti
dan keadaan yang harus dipenuhi
sebelum penyadapan bisa dilakukan.
tidak

perundang-undangan yang secara tegas

Kendatipun  demikian, ada
memberikan hak kepada mereka yang
disadap untuk bisa mempertanyakan
apakah penyadapan yang dilakukan sah
atau tidak. Padahal tindakan-tindakan
lain yang bisa dilakukan oleh penegak
hukum, khususnya penyidik, dan
membatasi hak asasi manusia, misalnya
saja penangkapan, penahanan,
penggeledahan maupun penyitaan, bisa
diuji  keabsahannya  menggunakan
mekanisme praperadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka
pertanyaan yang akan dijawab dalam
tulisan ini adalah: apakah praperadilan
bisa memeriksa  keabsahan  dari
penyadapan? Penulis akan membagi
analisis terhadap pertanyaan ini menjadi
2 bagian. Pertama, Penulis akan
memberikan analisis mengenai alasan
dilakukannya perluasan ruang lingkup
praperadilan

sehingga  mencakup
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penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan

surat dan  penetapan  tersangka.
Selanjutnya Penulis akan menilai
apakah  perluasan ruang lingkup
praperadilan seyogyanya juga
mencakup penyadapan. Jika

praperadilan ternyata bisa menjadi

sarana dalam menguji  keabsahan

penyadapan, pertanyaan selanjutnya
adalah: apakah praperadilan merupakan
mekanisme yang tepat untuk menguji
keabsahan penyadapan? Pembahasan
dalam tulisan ini akan diakhiri dengan
analisis terhadap mekanisme hakim
pemeriksa pendahuluan (“HPP”) yang
ada dalam Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana tahun
2012 (“RKUHAP”) dalam kaitannya

dengan penyadapan.

Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas Bagaimana
analisa penyadapan Hukum?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perluasan Ruang Lingkup
Praperadilan
Praperadilan merupakan
mekanisme yang disediakan dalam
Undang- Undang Republik Indonesia
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
(“KUHAP”)

memutus hal-hal berikut:

Acara Pidana untuk
1. sah atau tidaknya penangkapan

dan atau penahanan;
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2. sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atau penuntutan; atau

3. permintaan ganti kerugian atau

rehabilitasi.
Dalam perkembangannya,
Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia memberikan tafsir terhadap
77 huruf a KUHAP vyang
memperluas ruang lingkup praperadilan
melalui Putusan No. 21/PUU-XI11/2014

sehingga

Pasal

mencakup penetapan

tersangka, penyitaan, penggeledahan
dan pemeriksaansurat. Sebelum Putusan
ini, sebenarnya Mahkamah Konstitusi
Republik telah

mengemukakan

Indonesia
pandangannya yang
secara implisit memberikan perluasan
terhadap ruang lingkup praperadilan
meski belum mencakup penetapan
tersangka melalui Putusan No. 65/PUU-
IX/2011.

dengan

Alasan-alasan  sehubungan

perluasan  ruang lingkup

praperadilan dalam kedua Putusan
tersebut adalah:

1. Praperadilan merupakan
mekanisme kontrol horizontal
yang dimiliki oleh tersangka
terhadap tindakan-tindakan

penyidik atau penuntut umum;

2. Tindakan
penyidikan

dalam proses
yang berpotensi
melanggar hak asasi manusia

harus menjadi objek yang bisa
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dimintakan pengujian melalui
mekanisme praperadilan;
3. Perluasan ruang lingkup
praperadilan diperlukan untuk
menjamin  proses penegakan
hukum yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan
4. Perluasan ruang lingkup
praperadilan dibutuhkan untuk
menjawab perkembangan
masalah dalam proses pra-

ajudikasi.

Masalah Pengujian Penyadapan
Melalui Praperadilan

Bagian ini
kendati

akan menguraikan

bahwa ruang  lingkup
praperadilan bisa saja diperluas hingga
mencakup penyadapan, namun ternyata
mekanisme ini memiliki permasalahan
ketika  hendak
Permasalahan pertama dari konsep ini

karakteristik

diimplementasikan.

berhubungan  dengan

alamiah  dari penyadapan  dan

praperadilan. Permasalahan selanjutnya
dari

berasal tumpang tindih aturan

sehubungan dengan penyadapan.
Permasalahan terakhir bersumber dari
salah satu kelemahan yang melekat
pada KUHAP.
Membicarakan mengenai
penyadapan, pasti tidak akan lepas dari
hukum

kerahasiaan. Penegak

membutuhkan kerahasiaan dalam
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melaksanakan penyadapan untuk bisa

yang
dibutuhkan. Kerahasiaan ini dibutuhkan

memperoleh informasi

sepanjang penyadapan dilakukan. Jika

kegiatan penyadapan diketahui, maka

kemungkinan besar informasi yang
dibutuhkan akan sulit untuk
didapatkan.

Kondisi yang penuh kerahasiaan
dalam penyadapan tentu sangat berbeda

dengan tindakan-tindakan penyidik
yang lain. Dalam penangkapan,
penahanan, penggeledahan  badan,

pemasukan rumah, penyitaan maupun
pemeriksaan surat, kerahasiaan bukan
menjadi poin pertimbangan. Bahkan,
dalam kaitannya dengan upaya hukum

tersebut,
hal yang

mutlak. Gugatan praperadilan tidak bisa

terhadap tindakan-tindakan

pengetahuan  merupakan
diajukan tanpa adanya pengetahuan
mengenai tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan konstruksi di atas,
terdapat pertentangan antara kebutuhan
dalam melakukan penyadapan dan
kebutuhan untuk mengajukan gugatan
praperadilan. Pertentangan ini

menyebabkan praperadilan  menjadi
mekanisme yang tidak mangkus guna
menguji keabsahan penyadapan. Ketika
penyadapan yang dilakukan ketahuan,
maka seolah tidak ada gunanya untuk
melanjutkan penyadapan. Sebaliknya,

tanpa adanya pengetahuan mengenai
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ada tidaknya penyadapan, maka gugatan
praperadilan tidak bisa diajukan.
Sebagaimana diuraikan pada awal
tulisan ini, pengaturan mengenai
penyadapan tersebar dalam pelbagai
perundang-undangan. Permasalahan
dari keadaan ini adalah, ada perbedaan
pengaturan penyadapan dalam masing-
masing peraturan. Perbedaan utama
yang disoroti dalam tulisan ini adalah

mengenai bilamana penyadapan bisa

bisa menjangkaunya.
Permasalahan di atas menjadi
semakin jelas dengan memperhatikan
subjek hukum dalam Pasal 77 huruf a
KUHAP yang diuraikan dalam Pasal 79
KUHAP. Dengan memperhatikan kedua
ketentuan ini dan ketentuan dalam Pasal
1 angka 10 KUHAP, diketahui bahwa
hak

mengajukan pemeriksaan tentang sah

pihak yang memiliki untuk

tidaknya penangkapan atau penahanan,

dilakukan,  sebagaimana  disajikan dan kini juga mencakup penggeledahan,
dalamtabel berikut: penyitaan, pemeriksaan surat serta
Tindak Pidana Tindak Pidana panieda&maer sangka, TadddatPidensangka,
Korupsi Terorisme ﬂgéqmn Otﬂ&gj kuas%fﬁ%.tika Dengan
P lidikan, ... . .
enyelidiian konstruksi ini, |gtrjaedidikavdperadilan
penyidikan dan Penyidikan Penyidikan o nvidi
baru bisa diajuk&i"ViBKa tersangka
penuntutan
Mengacu pada tabel di atas, sudah ditetapkan; yang tentunya baru

nampak bahwa ada perbedaan mengenai
bilamana penyadapan bisa dilakukan
oleh penegak hukum. Dalam menangani
tindak pidana korupsi maupun tindak
pidana narkotika, bisa
dilakukan  bahkan

penyelidikan. Keadaan

penyadapan

sejak  tahap
ini  memicu
masalah karena pengujian melalui
mekanisme praperadilan dibatasi pada
pengujian terhadap tindakan-tindakan

penyidik selama penyidikan. Dengan

kata lain, ketika tindakan yang
melanggar hak asasi manusia ini
(penyadapan) dilakukan pada saat

penyelidikan, maka praperadilan tidak
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ada dalam tahap penyidikan. Artinya,
dilakukan

tahap penyelidikan, di mana tersangka

ketika penyadapan pada

sudah pasti belum ada, maka gugatan

praperadilan belum bisa diajukan.
KUHAP tidak

mekanisme yang  berfungsi

memiliki

untuk
menguji proses perolehan alat bukti dan
tidak pula ada prinsip pengecualian
(exclusionary) terhadap alat bukti yang
diperoleh secara tidak sah. Ketika alat
bukti diperoleh secara melawan hukum,
tidak ada mekanisme yang disediakan
untuk menguji proses perolehannya
maupun untuk mengesampingkan alat

bukti yang diperoleh tersebut.
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Dalam kondisi ini, sekalipun payung”, diharapkan seluruh ketentuan

praperadilan ~ memutuskan  bahwa mengenai penyadapan dalam kaitannya

penyadapan yang dilakukan tidak sah, dengan  penegakan  hukum  bisa

alat bukti yang diperoleh dari diakomodir dan terakomodir dalam

penyadapan  tersebut tetap  bisa RKUHAP.
digunakan di dalam persidangan. Yang Dalam  RKUHAP,  prosedur
akan terjadi hanya sebatas penyadapan diatur dalam Pasal 83 dan

dihentikannya penyadapan yang Pasal 84 RKUHAP. Ada beberapa poin
penting mengenai penyadapan yang
diatur dalam RKUHAP, yaitu:

1. Penyadapan

dilakukan, dan diberikannya ganti rugi.
Dengan begitu pengujian keabsahan
penyadapan yang diajukan di hadapan merupakan
praperadilan menjadi kurang bermakna. kewenangan dari penyidik dan
penuntut umum;

Penyadapan, RKUHAP dan HPP 2. Penyadapan hanya bisa dilakukan

Imaji sehubungan dengan potensi
masalah dari masuknya penyadapan ke
dalam ruang lingkup praperadilan telah
didiskusikan pada bagian terdahulu
tulisan ini. Singkatnya, ada
ketidakcocokan antara konsep
pembuktian dalam KUHAP maupun
praperadilan dan pengaturan mengenai
penyadapan dalam hukum positif. Pada
bagian ini, Penulis akan
mengelaborasikan mekanisme  HPP

dalam RKUHAP untuk melihat apakah

mekanisme  ini  cocok  sebagai
mekanisme kontrol terhadap
penyadapan.

Sebelum membahas mengenai
HPP, perlu dipahami bahwa RKUHAP
memberikan pengaturan secara umum
mengenai

penyadapan. Dengan

statusnya sebagai  “undang-undang

terhadap tindak pidana tertentu;

3. Penyadapan  hanya  boleh
dilakukan jika pengungkapan
tindak pidana tidak
dimungkinkan andaikata
penyadapan tidak dilakukan;

4. Penyadapan hanya bisa
dilakukan oleh penyidik atas
perintah tertulis atasan penyidik
setelah mendapat izin dari HPP
(dalam keadaan mendesak,

penyadapan bisa dilakukan
tanpa izin dari HPP); dan
5. Masa penyadapan terbatas pada
izin yang diberikan dengan
batas maksimal 30 hari dan
dapat diperpanjang 1 kali untuk
waktu paling lama 30 hari.
Pertanyaannya kemudian adalah:
apakah

pengaturan mengenai
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penyadapan yang ada dalam RKUHAP
telah memenuhi arahan yang diberikan
olen Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dalam Putusan No. 006/PUU-
1/2003, Putusan No. 012-016-019/PUU-
IV/2006 dan Putusan No. 5/PUU-
VI111/2010?

Dalam Putusan No. 006/PUU-
1/2003, Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia memberikan masukan agar
ada perangkat peraturan yang mengatur
syarat dan tata cara penyadapan untuk
mencegah kemungkinan

penyalahgunaan kewenangan. Melalui

Putusan No. 012-016-019/PUU-
1\V/20086, Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia kembali

menegaskan perlunya undang-undang,

baik dalam bentuk perbaikan terhadap

undang- undang yang ada maupun
dalam undang-undang lain, yang
merumuskan  perihal  penyadapan,
khususnya mengenai bilamana
penyadapan dilakukan. Selanjutnya

dalam Putusan No. 5/PUU-VI11/2010,

Mahkamah  Konstitusi  menyatakan:
“.perlu adanya sebuah Undang-
Undang khusus yang  mengatur

penyadapan pada umumnya hingga tata
cara penyadapan untuk masing- masing
lembaga yang berwenang.”®®

Berdasarkan 3 Putusan di atas,
Mahkamah

Republik Indonesia sehubungan dengan

saran  dari Konstitusi
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penyadapan adalah dibentuknya aturan

kKhusus dalam level undang-undang
yang mengakomodir semua pengaturan
penyadapan yang ada. “Khusus” dalam
hal ini harus dimaknai sebagai undang-
undang yang tersendiri, yang materi
muatan di dalamnya hanya mengatur
perihal  penyadapan
yang

pengaturan secara umum mengenai
RKUHAP
sebenarnya tidak memenuhi
yang Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia melalui

saja. Dengan

pemaknaan demikian ini,

penyadapan dalam
standar
ditentukan  oleh
putusan-putusannya.
RKUHAP mengusung konsep
HPP guna menggantikan mekanisme
praperadilan yang ada dalam KUHAP.
111 1)
RKUHAP, salah satu kewenangan dari

Berdasarkan Pasal ayat
HPP adalah untuk memeriksa sah atau
tidaknya penyadapan.
demikian, dalam hal RKUHAP disetujui

dan

Dengan

disahkan, penyadapan akan

memiliki  mekanisme  pengawasan
eksternal.

Ada 2 hal mengenai HPP yang
setidaknya perlu digarisbawahi dalam
kaitannya dengan penyadapan, yaitu: (i)
keaktifan hakim; dan (ii) penerapan
prinsip pengecualian (exclusionary).

Merujuk pada Pasal 111 ayat (3)
RKUHAP,

perihal

HPP bisa memutuskan

sah  tidaknya penyadapan
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berdasarkan inisiatifnya sendiri. Dengan

konstruksi ini, keabsahan  dari
yang dilakukan

diperiksa meski pihak yang disadap

penyadapan bisa
tidak mengetahui bahwa dirinya tengah
disadap. Hal ini tentu merupakan
sebuah keuntungan yang besar, karena
pada satu sisi kerahasiaan penyadapan
bisa terjaga, namun di sisi lain ada
pihak yang memastikan, melalui proses
uji, bahwa penyadapan yang dilakukan
sah. Kendatipun demikian, kondisi ini
dikaitkan dengan ketentuan bahwa
HPP-lah yang memberikan izin untuk
melakukan penyadapan, memunculkan
pertanyaan:

bagaimana  mungkin

pengawasan  berdasarkan inisiatif
sendiri bisa berjalan dengan mangkus
ketika HPP sendiri yang memberikan
izin untukmelakukan pengawasan?

111 ayat (1) huruf d

RKUHAP menyatakan bahwa salah

Pasal

satu kewenangan HPP adalah untuk
memeriksa proses perolehan alat bukti
bukti

tersebut jika perolehannya tidak sah.

dan mengesampingkan alat
Dengan model kewenangan macam ini,
tegaslah bahwa RKUHAP mengadopsi
prinsip  pengecualian  (exclusionary).

Dengan diberlakukannya prinsip
pengecualian (exclusionary), penegak
lebih

menggunakan

hukum  diharapkan
berhati-hati

menjadi
dalam

kewenangannya, khususnya
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penyadapan. Ketika proses penyadapan
tidak sah, bukti yang

penyadapan

maka alat
diperoleh dari proses
tersebut menjadi tidak bisa digunakan
dalam persidangan. Dengan demikian,
akan tercipta perlindungan yang lebih
paripurna terhadap hak atas privasi
warga negara. Namun demikian, ada 2
masalah dari konsep ini, yaitu: (i)
dengan mempertimbangkan bahwa izin
dari HPP dibutuhkan untuk melakukan
penyadapan, kemangkusan dari
pelaksanaan prinsip pengecualian ini
menjadi dipertanyakan; dan (ii) ketika
perkara pidana telah memasuki tahapan
persidangan di pengadilan negeri, tidak
ada ruang untuk mengesampingkan alat
bukti yang dihadirkan.
Selain  kedua hal sehubungan
dengan HPP sebagaimana diuraikan di
atas, perlu diingat bahwa RKUHAP
mengintegrasikan  penyelidikan ke
dalam penyidikan dan karenanya tidak
ada tahapan penyelidikan secara khusus
dalam RKUHAP. Kondisi ini ternyata
tidak sekonyong-konyong membuat
HPP bisa menjangkau seluruh bentuk
penyadapan, termasuk yang dilakukan
pada saat penyelidikan berdasarkan
ketentuan undang-undang lain. Ada 2
perspektif yang akan dikemukakan
sehubungan dengan kondisi ini, yaitu:
(i) penghilangan tahapan penyelidikan

dalam RKUHAP tidak membuat



Jurnal IUS Vol.X No0.01 Maret 2022

tahapan penyelidikan yang diatur dalam

perundang-undangan  lain  menjadi

hilang; dan (ii) subjek yang bisa
memohonkan pengujian di hadapan
HPP adalah tersangka.

Dengan tidak adanya tahapan
penyelidikan, secara otomatis awal dari
pengusutan tindak pidana dimulai dari
tahapan penyidikan. Dengan demikian,

tidak akan ada lagi penyadapan dalam

proses  penyelidikan.  Persoalannya
adalah: tidak ada ketentuan dalam
RKUHAP yang menjembatani

penghilangan tahapan penyelidikan ini
dengan ketentuan hukum acara dalam
tindak pidana tertentu yang di dalamnya
masih mengenal tahapan penyelidikan.
ketentuan

Satu-satunya yang bisa

menjadi petunjuk adalah Pasal 285
RKUHAP yang menyatakan: “Undang-
Undang tentang Hukum Acara Pidana
ini merupakan kodifikasi yang disebut
dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Kodifikasi

pembukuan jenis

Acara Pidana.” bisa

dipahami sebagai
hukum tertentu dalam kitab undang-
undang secara sistematis dan lengkap.
“Pembukuan” ini pada satu sisi memang
bisa dianggap sebagai penyatuan
sehingga seluruh ketentuan mengenai
hukum acara pidana di Indonesia harus
merujuk padaRKUHAP. Namun dengan
pemikiran demikian sekalipun, tidak

ada larangan atau batasan untuk tetap
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mengakui adanya hukum acara pidana
yang bersifat khusus yang diatur dalam
undang-undang tersendiri. Dengan
kerangka pemikiran yang demikian ini,
maka penyelidikan terhadap tindak
pidana yang diatur secara khusus dalam
undang-undang lain masih
dimungkinkan untuk tetap ada.

111 ayat (2) RKUHAP

menyatakan: “Permohonan mengenai

Pasal

hal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh
penasihat

tersangka atau
hukumnya...” Berdasarkan
ketentuan ini, jelaslah bahwa subjek
yang diberikan hak untuk mengajukan
permohonan pengujian sah tidaknya
penyadapan adalah tersangka. Artinya,
selama belum ada tersangka, belum ada
pula yang berhak untuk memohonkan
pengujian. Kondisi ini  diperparah
dengan 3 hal, vyaitu: (i) penyadapan
adalah salah satu kewenangan penyidik
dalam tahapan penyidikan yang mana
tujuan dari penyidikan adalah untuk
mengumpulkan bukti serta menentukan
tersangka di mana hal ini bisa berarti
bahwa penyadapan yang dilakukan
justru ditujukan untuk mencari bukti
guna menetapkan tersangka dan akan
dihentikan ketika bukti

menetapkan tersangka sudah ditemukan

guna

(if) tidak ada kejelasan mengenai hal
yang harus dinilai oleh HPP untuk

memberikan izin dalam melakukan
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penyadapan (bisa saja
melakukan penyadapan diberikan dalam
rangka mengumpulkan alat bukti dan
bisa pula izin baru diberikan jika sudah
ada alat bukti yang cukup); dan (iii)
masih banyaknya aturan penyadapan
yang berada di luar RKUHAP yang
tidak dibatalkan dengan berlakunya
RKUHAP

dimungkinkankannya

masih
dilakukan
penyadapan dalam tahap penyelidikan

menyebabkan

yang jelas masih belum memiliki
tersangka. Positifnya, permasalahan ini
bisa  dimitigasi

dengan  adanya

kewenangan bagi HPP untuk secara

aktif memeriksa keabsahan tindak
penyadapan yang dilakukan meski
masih  dalam tahap  penyelidikan

dan/atau tersangka belum ditentukan.

Paparan ini pada akhirnya

menunjukkan bahwa konsep
pengawasan terhadap penyadapan yang
ditawarkan dalam RKUHAP memang
lebih baik dari konsep pengawasan
melalui mekanisme praperadilan yang
ada dalam KUHAP. Namun demikian,
ternyata konsep ini pun masih perlu
dikaji

kelemahan-kelemahan

ulang karena masih ada
dalam
mekanisme

HPP.

pengawasannya melalui
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izin untuk E. KESIMPULAN

diperluas hingga  mencakup

penyadapan, ada beberapa masalah
yang secara konseptual bisa muncul,
yaitu: (i) ada pertentangan kebutuhan
antara penyadapan dan praperadilan, di
membutuhkan

mana  penyadapan

“ketidaktahuan” dari  pihak yang
disadap untuk bisa mendapatkan hasil
yang maksimal, sebaliknya pengetahuan
dari pihak yang disadap mengenai ada
tidaknya penyadapan merupakan suatu
keharusan sebelum bisa mengajukan
gugatan praperadilan;

(ii)
penyadapan pada tahap penyelidikan

pelaksanaan  kewenangan

dalam mengungkap tindak pidana

korupsi dan tindak pidana narkotika

merupakan celah yang tidak bisa
dijangkau melalui mekanisme
praperadilan  yang membutuhkan

adanya tersangka untuk mengajukan
gugatannya; dan (iii) ketiadaan prinsip
KUHAP

keabsahan

pengecualian dalam

menyebabkan  pengujian
penyadapan menjadi tidak bermakna
yang
dilakukan tidak sah, alat bukti yang

karena  meski  penyadapan
sudah diperoleh tetap bisa diajukan dan
diterima dalam persidangan.

Konsep HPP yang ditawarkan
dalam RKUHAP

menjawab permasalahan kerahasiaan

nampaknya bisa
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dan kemungkinan digunakannya alat
bukti yang didapat dari proses yang
tidak sah dengan memperkenalkan
pengujian atas inisiatif dari HPP sendiri
dan kewenangan untuk mengecualikan
alat bukti yang dimiliki oleh HPP.
Kendatipun demikian, perubahan ini
tidak serta-merta memastikan akan
adanya proses pengawasan yang
mangkus karena akan muncul dilema
bagi institusi HPP sendiri sebagai pihak
yang memberikanizin untuk melakukan
penyadapan sekaligus menjadi pihak
yang mengujikan apakah penyadapan
yang dilakukan sah atau tidak dan
apakah alat bukti yang diperoleh perlu
dikecualikan atau tidak. Selanjutnya,
tidak dikenalnya tahapan penyelidikan
RKUHAP

kewenangan

dalam ternyata  tidak

membuat penyadapan
dalam tahap penyelidikan yang diatur
dalam undang-undang lain menjadi
hilang dan karenanya tetap

meninggalkan  lubang  pengawasan
terhadap penyadapan. Kondisi ini pun
diafirmasi dengan menempatkan
tersangka sebagai subjek yang bisa
mengajukan permohonan pemeriksaan
sah  tidaknya dalam
RKUHAP. Meski demikian, adanya

kewenangan bagi HPP untuk secara

penyadapan

aktif menguji sah tidaknya penyadapan
diharapkan bisa memitigasi problema
mekanisme

ini.  Artinya,  meski

pengawasan dalamRKUHAP lebih baik

dibandingkan ~ dengan  mekanisme
praperadilan yang ditawarkan KUHAP,
namun masih ada kelemahan yang tentu
perlu untuk diperbaiki guna bisa
menawarkan konsep pengawasan yang
mumpuni  bagi  penyadapan  di

Indonesia.
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